
BUPATI -SUMBA:WA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR J,o TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 123 TAHUN 
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMNI' TUHAN YANG MAHA EBA 

.B.U.PATJ .S.UMBA..WA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam keadaan darurat 
termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi alokasi anggaran yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalam Perubahan An_ggaran Pendapatan dan Bel~ja 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 dengan cara 
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. ba.l:i..v.za .memper:hatikan per:kembangan .dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa 

Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan yang mendesak untuk 
dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuan_gan Reyublik Indonesia Nomor 

S-50 /PK/2023 tanggal 17 April 2023 Hal Pemberitahuan 
Penyampaian Peraturan Bupati/W ali Kota Mengenai Pembagian 
Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD 
Tahun 2023 dan surat usulan dari beberapa Perangkat Daerah 
terkait revisi/pergeseran anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

P.er.ubahan .Ketiga .atas .P.eraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 



Mengingat 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 
16 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati 

Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 tent~g PeJ?-jabaran An_ggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomo_r 4421Q).; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

-5.5.87)., .s~hagaimana telab di:uhab b~berap_a _kali :t~r_akbi r rku.gao 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653); 

7. -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 1:entang -Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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, , 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi La po ran 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tamba:han Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Togas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang seta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun _20_11 Nomor 44, T.amhahan Lemha:r:an _Negara 

Republik Indonesia Nomor 5209); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom._or 604-1).; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6855); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bao.tua,n Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 117). 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 

-tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 

2022 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 202_3. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa 

Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berit a Daerah Kabupaten ·Sumbawa Tahun 2022 Nomor 123) 

yang telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Ditetapkan di Sumbawa Besar 
~=~ada tanggal Ir 1-'U• 1ot.1 

P A AWA, ~ 

SE 

I 
UPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR )t> 
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